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Kerugian negara masih memiliki perbedaan pengertian tergantung pada paradigma hukum yang dipakai.
Meskipun begitu, konsep kerugian negaratelah dipakai dalam kehidupan hukum di Indonesia, salah satunya
pada kasus penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat oleh PT IM2 yang melibatkan Badan Pengawasan

K euangan dan Pembangunan BPKP. Sementara pihak melihat bahwa BPKP tidak memiliki kewenangan
sama sekali terkait kerugian negara. BPKP sendiri tetap kukuh bahwa yang bersangkutan memiliki
kewenangan terkait kerugian negara. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mendapatkan
gambaran, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis peraturan
perundang-undangan Indonesia dan peraturan lainnya terkait tugas dan wewenang BPKP dalam menilai
kerugian negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sesungguhnya BPK P tak berwenang menilai
kerugian negara, namun berwenang melakukan audit investigatif dan audit perhitungan kerugian negara
sebagai bantuan kedinasan kepada institusi lain yang berwenang yang melakukan permintaan bantuan
kedinasan.

State's loss still has different definitions depending on the used legal paradigm. However, the concept of
state's loss has been used in the legal world in Indonesia, in which one of them in the case of the usage of PT
Indosats 3G network by PT IM2 which involved Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP.
Certain parties think that BPKP has no authority whatsoever regarding states |oss. BPKP remains adamant
that it has authority regarding states |oss. The mode of the research is the juridical normative approach with
descriptive analytical typology, in order to get the picture of, to find legal facts, and to systematically
observe the Laws of Indonesia and other laws concerning the authority of BPKP to determine states | oss.
The result of the study would be BPKP has no authority to determine states loss, although BPKP still can
conduct investigative audit and states loss calculation audit in the name of bureaucratic support to the
authoritative ingtitution that request the bureaucratic support.
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